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BUPATI BELITUNG 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG 
 

NOMOR 7 TAHUN 2013 
 

TENTANG 
 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG                   

PADA PT JAMKRIDA BABEL PADA TAHUN ANGGARAN 2014 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BELITUNG, 

Menimbang : a. bahwa dalam percepatan peningkatan pembangunan koperasi 

dan usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung telah dibentuk PT JAMKRIDA BABEL 

berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT JAMKRIDA 

BABEL Nomor : 51 tanggal 30 Maret 2012 yang dibuat 

dihadapan Notaris dan PPAT Yuli Kemala, S.H., Sp.N di 

Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan telah 

disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-44699.AH.01.01. 

Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan 

tanggal 15 Agustus 2012 serta Peraturan Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas 

Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung; 
 

b. bahwa guna mendorong Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (KUKM) di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung dalam meningkatkan kemampuan permodalan agar 

mampu bersaing dan berkelanjutan, perlu dilakukan 

penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten 

Belitung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2014; 
 

SALINAN 
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c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 

penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
 

d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada 

huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Belitung tentang Penambahan Penyertaan 

Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Pada PT Jamkrida 

Babel Pada Tahun Anggaran 2014; 
 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 
 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 
 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287); 
 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 
 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 



 

D:\1. Kerjaan\2014\Produk Hukum Daerah Kabupaten Belitung\Perda 2013\Perda_Kab Belitung_2013_07.DOC                                                                           3  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 
 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4724); 
 

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4756); 
 

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4866); 
 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang 

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,  

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4799); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4812); 
 

19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga 

Penjaminan; 
 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
 

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 

3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik 

Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah 

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 2 Serie E); 
 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Belitung Nomor ... Tahun 2013 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 

Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor ...); 
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 

14); 
 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2); 
 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 

2013 Nomor 4); 

 

Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG 

dan 

BUPATI BELITUNG 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN 

MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PADA                

PT JAMKRIDA BABEL PADA TAHUN ANGGARAN 2014 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.  
 

3. Bupati adalah Bupati Belitung. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung. 

5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung. 

6. Penyertaan Modal adalah Setiap usaha dalam penyertaan modal 

daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga 

dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan 

suatu imbalan. 
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7. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau 

kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai 

dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, 

surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang 

dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah. 

8. PT JAMKRIDA BABEL adalah Perseroan Terbatas Penjaminan 

Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung yang bergerak di 

bidang penjaminan kredit milik Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung yang dibentuk berdasarkan Akta Pendirian Perseroan 

Terbatas PT JAMKRIDA BABEL Nomor : 51 tanggal 30 Maret 

2012 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Yuli Kemala, 

S.H., Sp.N di Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-

44699.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan 

Hukum Perseroan tanggal 15 Agustus 2012 serta Peraturan 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 

2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah 

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan 

Bangka Belitung. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat 

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Belitung. 

10. Saham adalah Surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan 

terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut 

besar kecilnya modal yang disetor. 

 

BAB II 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG 
 

 

 

Pasal 2 
 

(1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada                

PT JAMKRIDA BABEL sampai dengan tahun anggaran 2013 

sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). 
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(2) Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan 

menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Belitung 

melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada             

PT JAMKRIDA BABEL. 

 

Pasal 3 
 

(1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung 

Tahun Anggaran 2014. 
 

(2) Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten 

Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar                

Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang 

jumlah sahamnya disesuaikan dengan nilai pasar pada saat 

pencairan. 
 

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

 

BAB III 

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL                  

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG 
 

Pasal 4 
 

Pelaksanaan penambahan penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 

Belitung pada PT JAMKRIDA BABEL sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Pada PT 

Penjaminan Kredit Daerah (PT Jamkrida) Kepulauan Bangka 

Belitung Pada Tahun Anggaran 2013 dan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 5 
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Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 6 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Belitung. 

 

Ditetapkan di Tanjungpandan 

pada tanggal 24 Desember 2013 
 

Plt. BUPATI BELITUNG 
WAKIL BUPATI, 

 
ttd. 

 
 

SAHANI SALEH 
 

Diundangkan di Tanjungpandan 

pada tanggal 24 Desember 2013 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG 
      ASISTEN II BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN, 

 
ttd. 

 
                                      ARPANI 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR  

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Belitung,  
 

ttd. 
 

IMAM FADLLI, SH  
PENATA TK. I  

NIP. 197109152001121002 


